PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /22/ DPRD-BLG / 2025
TENTANG

USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 36
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, Pasal 37,
dan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota,
Anggota DPRD berhenti dari jabatannya sebelum
berakhirnya masa jabatannya salah satunya
adalah karena meninggal dunia, kemudian
penggantinya diusulkan oleh partai politik yang
bersangkutan sebagai Anggota DPRD sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan ;

b. bahwa usul pemberhentian Anggota DPRD dan
penetapannya dalam rapat paripurna untuk
selanjutnya disampaikan kepada Gubernur
melalui Bupati untuk mendapatkan peresmian
pemberhentian dan pengangkatan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan tentang Usul
Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan Masa Jabatan 2024 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);




Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penangangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang




Memperhatikan

Menetapkan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 157 );

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 131);

- Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Balangan, Nomor:
017/DPC.PD/BLG/VII/2025 tanggal 25
Juli 2025 Perihal Pemberhentian Anggota
DPRD Kabupaten Balangan karena yang
bersangkutan meninggal dunia
berdasarkan Akta Kematian Nomor 6311-
KM-01072025-0002 tanggal 1 Juli 2025;

- Rapat Paripurna Usul Pemberhentian
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Balangan Masa Jabatan Tahun 2024-
2029, Tanggal 19 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
TENTANG USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029;




KESATU

KEDUA

KETIGA

Usul Peresmian Pemberhentian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten Balangan Masa
Jabatan Tahun 2024-2029 ATAS NAMA
SYAMSUDINOOR  ditetapkan dalam rapat
paripurna DPRD dan dengan keputusan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bupati
Balangan untuk ditetapkan Peresmian
Pemberhentian sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2024-
2029;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, bilamana terdapat kekeliruan dan
diperlukan, akan diadakan perubahan
sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 19 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua;.

|

Hj. LINDAWATI, S.Sos.




